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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) scbagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4, lindnrll’g-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
g embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
cgara Republik Indonesia Nomor 41 17y,

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Bcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan |
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Und_ang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan ;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undnng-Undnng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);

12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan  pey,
(Lembaran Ne

erintah Nomor $5 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Negara Republ

,F:"“ R'?l‘u_hlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
" K Indonesia Tahun 2008 Nomor 4575);
craturg - 2
D“:"‘:':;‘:«ll‘ncnmuh Nomor $6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Lombdisne t;‘ Aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Peraturan P crara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan
Pcm"im“hc;‘q“‘"“lal\‘:l?nor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
omor h S v Si si
(Lembaran Negara ahun 2008 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah

Nep: eara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
cpara Republik Indonesia Nomor 5155),

Plcmuln,mn Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Nc.gam Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
!:‘““‘Nn Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintash Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Dacrah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738),

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentifl Pemungutan Pajuk Dacrah dan Retribusi Daersh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
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36.

37.

38.

39.

29. Pera . ; :
turan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 temtang Hibah Docrah (Lembaren Negara

RCPUhli!‘ Indoncsia Tahun 2012 Nomor 5, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

l‘cr.:lmgn Presiden Nomor $4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
schagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tehun 2010
tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

I;ﬂ;:m 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3334).

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, schagmimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
P_mlumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

NegaraDacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaraDaerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinena

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan ~ Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntahan

antara Pemerintah, Pemenntzhan Daerah Provinsi dan Pemenntahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738),

Peraturan fcmcrinuh Nomor § Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Panai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah. Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemernintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfoatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

:;:':;:‘m T)::'e" Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Pengan Dacrah, scbagsimana telsh beberapa Kali diubsh, terakhir dengan
Peraturan M m‘er! Dalam N°B¢l’{ Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
K : % Dtn o Da"?m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloluan
cuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Peraturan Menteri Dalanr, Negeri Nomor 21 Tshun 2007 tentang Pengelompokkan

g:l'“‘f“P“m Keuangan Dacrah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
anj a Penun;apg Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,

Pc.mtutan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bzrsumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Df‘"‘“‘ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
ls’sg;lapman dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

;r;\;wtasi Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
)i

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

Peraturan Dacrah Kota Tasikmalsya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Dacrah Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2015 Nomor);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

P

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015
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Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah R
P 242979.820517.50
b. Pendapatan Transfer Rp.  1.361.670.047.708.00
¢. Lain-Lain Pendapatan Rp. 00,00
Yang Sah '
Jumiah Pendapatan Rp.  L603.649.868225.50
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 764933 952 727,00
2) Belanja Barang dan Jasa ' Rp. 400.645.448.810,24
3) Belanja Hibah Rp. 42.259.880.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.328.091.678,00
Rp. 1.214.167.37321524
b. Belanja Modal Rp.  319.08007944500
¢. Belanja Tidak Terduga Rp. 0.00
d. Transfer

1) Transfer Bantuan Keuangan Rp. 1.005.405.048,00
Rp. L.005 405 048,00

Jumlah Rp, 52 857 24
Surplus/ (Defisit) Rp. 010. 6

- Penerimaan Rp. 239.406012.570,25

- Pengeluaran Rp.  30.596.363.276,00
Pembiayaan Neto Rp. 208809 649 29425
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 279206659 811.5]

Pasal 2
A Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal | dirinci lebih
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Walikota ini.
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Pasal §
Lampiran scbagaimana dimaksud d
‘ P al: il D i e o | :
terpisahkan dari Persuran Wuliknla‘:n‘:n L S et B ang ik
Pasal 6
Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mcngclah.um)'.a. mcmcri_nluhkan pengundangan  Peraturan Walikota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalava,

Ditetapkan di
Tasikmalaya pada
tageeal 06 September 2016

IKOTA TASIKMALAYA

BUDI BUDIMAN

Diundangkan di
Tasikmalaya pada tagdgeal 06 September 2016

SEKRETARIS DA H KOTA TASIKMALAYA,
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H.LS. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 286



